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ABSTRAK 

 Penghulu merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pegawai 

pencatat perkawinan yang berada pada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap 

Kecamatan. Sehingga calon pengantin yang beragama Islam yang hendak 

mendaftarkan dan melaksanakan pernikahannya harus melalui Instansi tersebut. 

Tidak heran banyak fenomena-fenomena yang terjadi pada pernikahan yang 

dilaksanakan oleh setiap penghulu, salah satunya adalah keterlibatan penghulu 

sebagai wali nikah. Keterlibatan tersebut bukan merupakan sesuatu yang 

kebetulan melainkan memiliki alasan, yang tentu bisa saja bentuk wali nikahnya 

sama akan tetapi dalam alasan dan prosedur penanganan yang berbeda. Penyusun 

meneliti fenomena tersebut pada Penghulu KUA Kota Yogyakarta dan didapati 

masih banyak fenomena penghulu sebagai wali nikah. Penghulu sebagai wali 

nikah tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu sebagai taukil wali, wali hakim, dan 

wali muhakkam. Praktik penghulu sebagai taukil wali tidak dipungkiri banyak 

sekali terjadi pada penghulu KUA Kota Yogyakarta, namun untuk satu dekade 

terakhir ini sudah mulai berkurang karena adanya penekanan oleh penghulu agar 

wali nikah menikahkan sendiri. Praktik penghulu sebagai wali hakim juga sebagai 

sesuatu hal yang lumrah akan tetapi penyusun tertarik akan penelitian ini pada 

fenomenanya yang berbeda-beda karena disitu terdapat penerimaan serta 

penolakan penghulu sebagai wali nikah. Sedangkan wali Muhakkam sendiri hanya 

pernah terjadi sekali yaitu terjadi kepada Kepala KUA Kecamatan Kraton akan 

tetapi ditolak. 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dimana 

data yang diperoleh melalui wawancara kepada 15 (lima belas) Penghulu di KUA 

Kota Yogyakarta serta observasi secara langsung pada kasus dan tempat yang 

diteliti penyusun. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan 

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Kemudian data dianalisis dengan teori 

fenomenologi, dimana apa saja yang menjadi fenomena pengalaman penghulu 

sebagai wali nikah penyusun analisis secara mendalam. Penyusun juga melakukan 

pendekatan secara yuridis yaitu membahas praktik penghulu sebagai wali nikah 

dari perspektif hukum positif. 

 Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu setiap penghulu di KUA Kota 

Yogyakarta memiliki pengalaman yang berbeda pada setiap bentuk wali nikah. 

Pada bentuk taukil wali, taukil wali bil lisan semua penghulu pernah 

melaksanakan, yang membedakan alasan wali nikah melimpahkan, sedangkan 

taukil wali bil kitabah hanya penghulu fungsional KUA Kecamatan Kraton yang 

belum pernah melaksanakan. Bentuk selanjutnya adalah wali hakim dimana 

penghulu KUA Kota Yogyakarta sudah pernah melaksanakan semua baik Kepala 

KUA maupun penghulu fungsionalnya, yang membedakannya kembali adalah 

alasan mengapa bisa terjadi wali hakim pada pernikahan tersebut. Penolakan 

penghulu sebagai wali nikah terjadi jika tidak sesuai prosedur peraturan dan 

keyakinan penghulu itu sendiri. 

Kata kunci: penghulu, taukil wali, wali hakim, wali muhakkam, fenomenologi. 
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MOTTO 

 

“Setiap Kali Kamu Merasa 

Beruntung, 

Percayalah Bahwa Salah Satu Do’a 

Ibu Bapakmu Telah Dikabulkan”  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   â‟       deng n titik di b   h  ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż żet  deng n titik di  t s ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 âd   es (dengan titik di bawah)  ص
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 âd   de (dengan titik di bawah)  ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 in „ koma terbalik (di atas) „ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لََزَّنَ  Ditulis Nazzala 

نَّهِبِ  Ditulis Bihinna 
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C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

ةْمَكٌحِ  Ditulis Hikmah 

ةلَّعِ  Ditulis „ill h 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan k t  s nd ng „ l‟ sert  b c  n kedu  itu terpis hh m k  

ditulis dengan h. 

ءَْايَلِوْلأَاَةْامَرَكَ  Ditulis Karâmah al- uliyâ‟ 

 

3. Bil  t ‟ m rbut h hidup  t u deng n h r k t f th h, k sr h d n d mm h ditulis 

t atau h.  

طرِفِلْاَاةْكَزَ  Ditulis Zakâh al-fiŝri 

 

D. Vokal Pendek 

 

لَعَّفَ  

fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

f ‟ l  

رَكِذُ  
kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukir  

بُهَذْيَ  dammah Ditulis U 
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ditulis Y żh bu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

لاَفَ  

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 

F th h + y ‟ m ti 

ىسَنْتَ  

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

K sr h + y ‟ m ti 

لَيْصِفْتَ  

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 

Dammah + wawu mati 

لُوْصُأُ  

Ditulis 

ditulis 

Û 

   l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

F th h +  y ‟ m ti 

يْلِيْهَلزُّاَ  

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fathah + wawu mati 

ةْلَوْلدَّاَ  

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

مْتُنْأَأَ  Ditulis A‟ ntum 
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تْدَّعِأُ  Ditulis  ‟idd t 

مْتُرْكَشَنْئِلَ  Ditulis L ‟in sy k rtum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggun k n huruf “l”   

نْآأرْقُلْاَ  Ditulis Al-Qur‟ân 

اسْيَقِلْاَ  Ditulis Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

اءُمَلسَّاَ  Ditulis As-S mâ‟ 

شُمْلشَّاَ  Ditulis Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

ضْوْرُفُلْاَيْوِذَ  Ditulis Ż     l-fur   

ةْنَّلسُّاًلُهْأَ  Ditulis Ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang 

bertugas sebagai pencatat perkawinan yang berada di Kantor Urusan Agama 

(KUA).
1
 Sehingga dalam pelaksanaannya penghulu berhubungan secara 

langsung dengan adanya peristiwa perkawinan. Oleh karena itu masing-

masing dari penghulu memiliki pengalamannya tersendiri dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya, salah satunya yaitu terkait 

penghulu saat mendapat tugas dan amanat sebagai wali nikah dalam 

pernikahan yang di daftarkan di KUA.
2
 

Seorang penghulu bisa menjadi wali nikah pada 3 (tiga) bentuk, yaitu 

dengan taukil wali, wali hakim, dan wali muhakkam.
3
 Pada Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, mengatur 

demikian. Bahwa apabila terdapat pelaksanaan perkawinan, wali nikah dapat 

dilaksanakan dan dilimpahkan kepada penghulu, demikian juga jika wali tidak 

                                                             
1 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 

1 ayat (2). 

 
2 Wawancara dengan Drs. Suparman, Kepala KUA Kecamatan Kotagede, Kota 

Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2019. 

 
3  Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, cet. ke-1 

(Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 64. 
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dapat hadir saat akad maka dapat pula dilimpahkan kepada penghulu dengan 

mengisi blangko taukil wali serta memenuhi syarat-syaratnya.
4
 

Penghulu sebagai wali hakim juga merupakan kewajiban seorang 

kepala KUA/ penghulu sebagai wakil dari pemerintah, yang berperan sebagai 

pemerintah, khalifah, penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari 

kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.
5
 Dalam hal ini 

yang memiliki kekuasaan menjadi wali hakim adalah presiden sebagai kepala 

negara, namun karena kasus seperti ini luas dan banyak, maka presiden 

melimpahkan kuasanya ke lingkup yang lebih spesifik, yaitu kepada 

Kementrian Agama, lalu Kementrian Agama melimpahkan kepada wilayah 

yang lebih kecil yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai unit pelaksana 

teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.
6
 

Penghulu sebagai wali hakim disebabkan oleh lima (5) hal, yaitu: saat 

calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali 

nasabnya tidak memenuhi syarat, mafqud (wali nikahnya tidak diketahui 

keberadaannya), berhalangan, dan adhal (wali nikahnya enggan 

menikahkan).
7
 

                                                             
4
 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 

11 ayat (4) dan (5). 

 
5 Tihani dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. Ke-3, 

(Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 97. 

 
6
 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 

1 ayat (1). 

 
7 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 2 ayat (1). 
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Selanjutnya adalah penghulu sebagai wali muhakkam, yaitu pihak 

calon mempelai perempuan atau laki-laki yang meminta dan memilih sendiri 

penghulu untuk menjadi wali nikah dalam akad nikah mereka dengan jalur 

yang tidak semestinya.
8
 Artinya, pernikahan tersebut melalui penghulu tetapi 

tidak dengan memenuhi rukun dan syaratnya, hal ini sering dipicu oleh 

ketidak setujuan keluarga calon mempelai maupun wali nikah.
9
 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, masing-masing 

dari bentuk wali tersebut memiliki potensi terhadap diterima atau ditolak oleh 

penghulu, semuanya kembali kepada penghulu yang bersangkutan.
10

 Tentunya 

selain berpedoman terhadap peraturan yang ada, penghulu juga memiliki 

ijtihadnya sendiri dalam menyelesaikan persoalan di masyaratak terutama di 

Kantor Urusan Agama, selama tidak keluar dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan tersebut.
11

 

Selain diterima atau ditolaknya permintaan penghulu agar menjadi 

wali nikah tersebut, tentu terdapat alasan-alasan serta pertimbangan-

pertimbangan penghulu sehingga menyebabkan demikian. Oleh karena itu 

penyusun tertarik untuk meneliti pengalaman-pengalaman penghulu di Kota 

Yogyakarta, dimana mereka mengalami secara langsung sebagai wali nikah 

                                                             
8 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1999) hlm. 25. 

 
9 Wawancara dengan Suardi, S.ag., Kepala KUA Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, 

tanggal 01 Maret 2019. 

 
10 Wawancara dengan H. Handri Kusuma, S.Ag., M.SI., Kepala KUA Kecamatan 

Umbulharjo, tanggal 28 Februari 2019. 

 
11 Wawancara dengan Nanang Kosim, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Pakualaman, 

tanggal 25 februari 2019. 
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dari para pengantin, sehingga mereka menceritakan pengalaman-pengalaman 

mereka dengan cara penyusun mewawancarai serta mengobservasi dari para 

penghulu tersebut. 

Adapun alasan penyusun melakukan penelitian di KUA Kota 

Yogyakarta adalah selain mengetahui intensitas kejadian penghulu sebagai 

wali nikah di seluruh KUA Kota Yogyakarta, juga karena Yogyakarta di kenal 

sebagai kota pelajar, dimana masyarakatnya mengerti dan melek akan 

pendidikan, sehingga disimpulkan apakah masyarakat Yogyakarta terutama di 

pusatnya yaitu Kota Yogyakarta mengerti terhadap hukum perkawianan Islam, 

melalui wawancara dan observasi kepada penghulu KUA Kota Yogyakarta 

yang mengalaminya secara langsung praktik penghulu sebagai wali nikah 

tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa bentuk wali nikah yang pernah dialami penghulu KUA Kota 

Yogyakarta? 

2. Apa dasar dan pertimbangan penghulu KUA Kota Yogyakarta menerima 

atau menolak sebagai wali nikah? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan mengenai bentuk apa saja yang pernah dialami penghulu 

di Kota Yogyakarta. 

b. Menjelaskan mengenai dasar pertimbangan penghulu di Kota 

Yogyakarta menerima atau menolak sebagai wali nikah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan maupun referensi ilmiah baik 

di dunia Hukum Islam maupun secara umum terkait penghulu sebagai 

wali nikah. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pedoman dan acuan bagi masyarakat dalam pembangunan 

hukum Islam maupun hukum positif, serta penciptaan masyarakat 

Indonesia yang sadar hukum, dan diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait 

dalam mengambil kebijakan hukum di indonesia dan masyarakat pada 

umumnya. 

 

 



6 
 

 
 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan kajian singkat terhadap hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya terhadap penelitian yang relevan, untuk 

mengetahui perbedaan-perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang 

akan diteliti, dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan terhadap 

penelitian. 

Riset yang penyusun temukan yaitu bersifat normatif, yuridis serta 

salah satunya bersifat sosiologis. Diantaranya yang bersifat normatif adalah 

riset yang dilakukan oleh Khoirul Huda,
12

 berupa skripsi yang berjudul 

“Proses Pernikahan Dengan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman Tahun 2010 Ditinjau Dari Hukum Islam”. Pada skripsi ini 

menggunakan pendekatan normatif karena meninjau dari hukum Islam, di 

dalamnya dijelaskan tentang bagaimana proses pernikahan dengan wali 

hakim, skripsi ini hanya fokus terhadap satu KUA di Sleman, yaitu KUA 

Kalasan pada tahun 2010. 

Kemudian penyusun menemukan riset yang dilakukan oleh 

Muslikhah
13

, bersifat normatif, berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi di 

KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)”. Dalam skripsi ini membahas tentang 

                                                             
12 Khoirul Huda, “Proses Pernikahan Dengan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman Tahun 2010 Ditinjau Dari Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, skripsi 

strata satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2012). 

 
13

 Muslikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali 

Hakim (Studi di KUA Mantrijeron Tahun 2007-2010)”, skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011). 
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faktor-faktor penyebab terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrijeron pada 

tahun 2007 sampai 2010. Faktor-faktornya yaitu wali ‘adal, wali beda agama, 

adam wali, wali mafqud, wali dalam keadaan masyafatul qasri, dan wali 

udzur. 

Selanjutnya, skripsi yang disusun oleh Iftidah
14

 bersifat normatif serta 

yuridis, berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di 

Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014)”. Skripsi 

ini membahas mengenai taukil wali nikah kepada wali hakim atau pemuka 

agama di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, dengan 

mendeskripsikan pandangan masyarakat di Desa Dempet mengenai hal 

tersebut. 

Demikian juga, skripsi yang disusun oleh Afnan Riani Cahya Ananda
15

 

yang bersifat normatif dan yuridis, berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan 

Hukum Positif Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi di 

Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)”. Pada skripsi tersebut 

membahas praktik taukil wali dalam akad nikah yang diterapkan oleh 

mayoritas masyarakat Islam di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa 

                                                             
14

 Iftidah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat 

tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi Di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak Tahun 2014)”,  skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). 

 
15

 Afnan Riani Cahya Ananda, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Praktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa 

Barat)” skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2019). 
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Barat yang dirumuskan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan 

pendekatan normatif-yuridis. 

Lalu penyusun menemukan riset yang meneliti secara sosiologis, yaitu 

berupa skripsi karya Alwi Sihab,
16

 berjudul “Peran Kiai Sebagai Wali 

Muhakkam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota 

Probolinggo)”. Skripsi tersebut membahas secara sosiologis tentang praktek 

penggunaan Kiai sebagai wali muhakkam, penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui pertimbangan calon pengantin, dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. 

Maka diperoleh kesimpulan riset yang penyusun temukan bersifat 

normatif, yuridis, dan sosiologis. Oleh karena itu diharapkan bisa menjadi 

literatur penyusun, dalam menyusun skripsi ini. 

Dari hasil penelaahan yang dilakukan penyusun diatas, penyusun tidak 

menemukan karya ilmiah yang membahas dan meneliti tentang pengalaman-

pengalaman penghulu sebagai wali nikah dengan menggunakan teori 

fenomenologi, yang menganalisa tentang kejadian-kejadian yang di alami 

penghulu saat memposisikan dirinya sebagai wali nikah dari calon mempelai 

perempuan. 

 

 

                                                             
16

 Alwi Sihab, “Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, 

Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)”, skripsi tidak diterbitkan, skripsi strata satu Fakultas 

Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim (2013). 
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E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teori di sini merupakan suatu landasan teori yang digunakan 

oleh penyusun sebagai pemecah dan pembedah dalam penyelesaian masalah, 

penyusun menggunakan teori fenomenologi. 

Fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah 

dengan pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan dimana pengalaman dan 

pengetahuan berakar.
17

 Fenomenologi berupaya mengungkap bagaimana aksi 

sosial, situasi sosial, dan masyarakat sebagai produk kesadaran manusia. 

Fenomenologi beranggapan bahwa masyarakat adalah hasil konstruksi 

manusia.
18

 

Dunia kehidupan sosial ditetapkan oleh pengalaman berdasarkan 

kesadaran. Melalui kesadaran pelaku berusaha mencapai maksud-maksudnya. 

Jadi, kehidupan sehari-hari adalah orientasi pragmatis masa depan. 

Pengandaiannya adalah bahwa manusia memiliki motif tertentu, dan mereka 

berusaha mengubah dunia yang mereka tangkap. Hakikat tujuan-tujuan 

tersebut juga dipengaruhi oleh persediaan pengetahuannya.
19

 

Pembahasan Berger tentang fenomenologi ditekankan pada interaksi 

antar-individu. Sesuatu yang ingin diketahui Berger adalah pengetahuan umum 

                                                             
17

 Ian Craib, Teori-teori Sosial Modern dan Parsons Sampai Habermas, (Jakarta: rajawali 

Press, 1986), hlm. 126. 

 
18

 I.B. Wirawan, Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, 

dan Perilaku Sosial), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 139. 
 

19 Ibid., hlm. 140. 
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tentang kehidupan sehari-hari, cara masyarakat mengorganisasi 

pengalamannya dan secara khusus tentang dunia sosialnya.
20

 Teori 

fenomenologi juga masih perlu dikembangkan lebih lanjut berkaitan dengan 

proses sosial. Fenomenologi harus dipandang bukan sebagai sesuatu yang 

kaku, sebab dalam setiap proses sosial, akan selalu muncul berbagai fenomena 

baru yang benar-benar berbeda dengan fenomena sebelumnya. 

Menurut Bogdan dan Taylor,
21

 fenomenologi harus menggunakan 

metode kualitatif, dengan melakukan pengamatan partisipan, wawancara yang 

intensif, melakukan analisis dari kelompok kecil, dalam memahami keadaan 

sosial. Metode-metode tersebut menghasilkan data deskriptif yang 

memungkinkan mereka melihat dunia ini seperti yang dilihat oleh subyek.
22

 

Melalui metode kualitatif dengan teori fenomenologi, maka dapat 

digunakan untuk mengenal subyek secara pribadi dan melihat mereka 

mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini, serta dapat 

merasakan apa yang mereka alami dalam pergulatan dengan masyarakat 

mereka sehari-hari, dan juga mempelajari kelompok-kelompok dan 

pengalaman-pengalaman yang mungkin belum diketahui sama sekali. Metode 

ini juga memungkinkan untuk menyelidiki konsep-konsep yang hilang dalam 

                                                             
20 Peter L Berger dkk., Cultural Analysis, (London dan Newyork: Routledge & Paul 

Kegan, 1987), hlm. 71. 
 
21

 Myron Orleans, Phenomenology (dalam Kumpulan Bahan Mata ajaran Metodologi 

Penelitian Kualitatif oleh Daniel T. Sparinga, FISIP Unair, 2000), hlm. 1459. 

 
22

 Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metoda Penelitian Kualiitatif (Suatu 

Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial), alih bahasa Arief Furchan, cet. ke-1 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 19. 
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pendekatan penelitian yang lainnya, konsep-konsep seperti keindahan, rasa 

sakit, keimanan, penderitaan, frustasi, harapan, dan kasih sayang dapat 

diselidiki sebagaimana orang-orang yang sesungguhnya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari.
23

 

Berdasarkan teori diatas, penyusun merasa sesuai dengan apa yang 

diteliti, yaitu terkait fenomena-fenomena pengalaman para penghulu Kota 

Yogyakarta selama mereka menjabat sebagai penghulu di berbagai Kantor 

Urusan Agama yang telah mereka tempati. Yaitu dengan menghubungkan 

pengetahuan dengan pengalaman yang dialami para penghulu, tentu setiap 

penghulu berbeda-beda akan pengalamannya. 

F. Metode Penelitian 

Setiap karya ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang 

sedang di teliti, sehingga karya tersebut dapat tercapai dengan sistematis dan 

terarah, agar menghasilkan penelitian yang optimal dan dapat memberikan 

andil dalam menambah wawasan keilmuan. 

Adapun metode yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian dengan cara 

                                                             
23 Ibid., hlm. 22. 
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terjun secara langsung kepada objek penelitian,
24

 yang mana objek 

penelitian dalam penelitian ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama) yang 

berada di Kota Yogyakarta. Terdapat 14 (empat belas) KUA Kecamatan 

yang berada di Kota Yogyakarta, dimana penyusun akan terjun langsung 

ke lapangan melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data 

dengan cara wawancara dan observasi. Hal ini guna untuk mendapatkan 

data serta analisa mengenai fenomena penghulu sebagai wali nikah di 

KUA Kota Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku 

yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
25

 Sifat 

penelitian ini bisa juga diartikan sebagai sebuah prosedur dalam 

memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta di lapangan.
26

 

Penyusun akan mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan 

pendapat penghulu KUA Kota Yogyakarta tentang pengalaman mereka 

sebagai wali nikah selama menjabat dan bertugas sebagai Penghulu 

dimana ditugaskan. 

 

                                                             
24 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 

 
25 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 250. 

 
26 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian Bidang sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1990), hlm. 87. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan 

yuridis, adapun keterangannya sebagai berikut: 

Pendekatan yuridis yaitu cara mendekati suatu masalah yang 

diteliti dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia, seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama, 

serta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Yaitu metode untuk mendapakan keterangan dan data dari 

individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.
27

 Metode ini 

termasuk metode primer dari penelitian ini, karena langsung 

mengambil informasi data dari penghulu di Kota Yogyakarta, yang 

terbagi menjadi 14 (empat belas) KUA (Kantor Urusan Agama), 

diantaranya: 

1) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kotagede; 

2) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gondokusuman; 

3) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pakualaman; 

4) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Danurejan; 

5) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kraton; 

                                                             
27 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
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6) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Jetis; 

7) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ngampilan; 

8) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gedongtengen; 

9) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Umbulharjo; 

10) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Gondomanan; 

11) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mantrijeron; 

12) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tegalrejo; 

13) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mergangsan; dan 

14) KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wirobrajan; 

Dari ke-14 (empat belas) KUA di Kota Yogyakarta tersebut, 

seluruhnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) penghulu, yang masing-

masing KUA Kecamatan memiliki 2 (dua) penghulu, diantaranya 

Kepala KUA dan penghulu fungsional, hanya KUA Kecamatan 

Pakualaman yang memiliki seorang penghulu yaitu sebagai Kepala 

KUA. Sehingga dapat disimpulkan di KUA Kota Yogyakarta terdapat 

14 (empat belas) Kepala KUA dan 13 (tiga belas) penghulu 

fungsional. 

Fakta di lapangan, penyusun hanya dapat mewawancarai 13 (tiga 

belas) Kepala KUA dan 2 (dua) penghulu. Kepala KUA Kecamatan 

yang tidak diwawancai yaitu Kepala KUA Kecamatan Wirobrajan, 

dikarenakan sedang sakit dan tidak bisa diwawancarai, sehingga 

digantikan oleh penghulu fungsional KUA Kecamatan tersebut. 
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Adapun penghulu fungsional lain yang berhasil diwawancarai 

adalah penghulu fungsional KUA Kecamatan Kraton, dikarenakan 

beliau bersedia dan menyempatkan waktunya untuk diwawancarai 

serta pengalamannya yang sudah lumayan. Sedangkan 11 (sebelas) 

penghulu fungsional KUA Kecamatan sisanya tidak bersedia 

diwawancarai karena mereka berpendapat masih minim pengalaman, 

dan rata-rata masih baru beberapa tahun menjabat, sehingga mereka 

melimpahkan kepada Kepala KUA yang mempunyai banyak 

pengalaman untuk diwawancarai. 

Oleh karena itu, penyusun mampu mewawancarai penghulu dari 

ke 14 (empat belas) KUA Kecamatan di Kota Yogyakarta sesuai 

dengan judul skripsi penyusun, dengan perwakilannya masing-masing. 

b. Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data atau keterangan yang harus 

dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara 

langsung ke tempat yang akan diselidiki.
28

 

Penyusun telah melakukan observasi di 2 (dua) tempat dengan 

kejadian yang berbeda. Yaitu pada praktek pernikahan dengan taukil 

wali yang penyusun dapat di KUA Kecamatan Mergangsan, dan 

praktek pernikahan dengan wali hakim yang penyusun dapat di KUA 

Kecamatan Wirobrajan. 

                                                             
28 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), hlm. 124. 
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5. Analisis Data 

Data yang dianalisis bersifat kualitatif, artinya prosedur penelitian 

tersebut menghasilkan data deskriptif, yaitu ucapan atau tulisan dan 

perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri,
29

  

seperti pengamatan peserta (participant observation), pewawancara 

terbuka (open-ended interviewing), dan dokumen pribadi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam sebuah karya ilmiah dituntut untuk sistematis, 

sehingga dapat sampai kepada tujuan yang jelas. Oleh karena itu, penyusun 

membagi sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini menjadi 5 (lima) bab, 

antara lain sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat metode penelitian 

secara umum sebagai landasan metode, yang berisi tentang latar belakang 

masalah terkait masalah yang diteliti, rumusan masalah yang akan digali 

sebagai tujuan dari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka 

untuk mengetahui sejauh mana subjek pembahasan terhadap hasil penelitian 

lain, lalu dibandingkan dengan subjek pembahasan penyusun, kemudian 

terdapat kerangka teoretik sebagai teori untuk memecahkan masalah-masalah 

yang akan diteliti, selanjutnya metode penelitian mencakup jenis penelitian; 

sifat penelitian; sumber data; pendekatan penelitian; teknik pengumpulan data; 

                                                             
29

 Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metoda Penelitian Kualiitatif (Suatu 

Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial), alih bahasa Arief Furchan, cet. ke-1 

(Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 22. 
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dan analisis data, dilanjut dengan sistematika pembahasan berisi tentang alur 

penyusunan skripsi, sehingga tersusun secara sistematis. 

Bab Kedua, memaparkan gambaran umum tentang wali nikah yang 

terdiri dari empat sub bab, diantaranya adalah penjelasan mengenai wali nikah 

yang didalamnya terdapat pengertian dan dasar hukum wali nikah, syarat-

syarat wali nikah, macam-macam wali nikah. Sub bab yang kedua menjelaskan 

mengenai taukil wali sebagai wali nikah berisi pengertian, rukun dan syarat 

serta macam-macam taukil wali nikah. Sub bab yang ketiga adalah 

menjelaskan wali hakim sebagai wali nikah, sedangkan sub bab yang keempat 

menjelaskan tentang wali muhakkam sebagai wali nikah 

Bab ketiga, berisi tentang penyajian hasil penelitian mengenai 

pengalaman penghulu KUA Kota Yogyakarta sebagai wali nikah. Didalamnya 

terdapat lima sub bab, yang meliputi deskripsi KUA (Kantor Urusan Agama) 

Kota Yogyakarta, kemudian profil penghulu KUA Kota Yogyakarta, sub bab 

berikutnya penghulu sebagai taukil wali, kemudian penghulu sebagai wali 

hakim, dan yang terakhir penghulu menolak sebagai wali nikah. 

Bab keempat, berisi tentang argumentasi penghulu sebagai wali nikah, 

berisi dua sub bab, pertama mengenai taukil wali dan kedua mengenai wali 

hakim. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

tentang penyusunan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam keseluruhan pembahasan yang telah penyusun paparkan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal 

mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini: 

1. Bentuk wali nikah yang pernah dialami penghulu KUA di Kota 

Yogyakarta terdapat 2 (dua) bentuk, antara lain: 

a. Taukil Wali 

1) Taukil Wali bil lisan 

Bentuk ini sudah pernah dialami oleh semua penghulu 

KUA Kota Yogyakarta dari 15 (lima belas) penghulu KUA Kota 

Yogyakarta yang penyusun wawancarai, baik Kepala KUA 

maupun Penghulu fungsional. Yaitu Kepala KUA Kecamatan 

Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, 

Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, Gondomanan, 

Mantrijeron, Tegalrejo, Mergangsan, dan penghulu fungsional 

KUA Kecamatan Wirobrajan serta Kraton. 

2) Taukil Wali bil kitabah 

Hanya Penghulu fungsional KUA Kecamatan Kraton yang 

tidak pernah mengalaminya, adapun seluruh penghulu KUA 

Kota Yogyakarta lainnya pernah mengalami. Yaitu Kepala KUA 
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Kecamatan Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, 

Kraton, Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, 

Gondomanan, Mantrijeron, Tegalrejo, Mergangsan, dan 

penghulu fungsional KUA Kecamatan Wirobrajan. 

 

b. Wali Hakim 

1) Kehabisan Wali Nasab 

Bentuk ini sudah pernah dialami oleh semua penghulu 

KUA Kota Yogyakarta dari 15 (lima belas) penghulu KUA Kota 

Yogyakarta yang penyusun wawancarai, baik Kepala KUA 

maupun Penghulu fungsional. Yaitu Kepala KUA Kecamatan 

Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, 

Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, Gondomanan, 

Mantrijeron, Tegalrejo, Mergangsan, dan penghulu fungsional 

KUA Kecamatan Wirobrajan serta Kraton. 

 

2) Tidak mempunyai wali nasab 

Bentuk ini sudah pernah dialami oleh semua penghulu 

KUA Kota Yogyakarta dari 15 (lima belas) penghulu KUA Kota 

Yogyakarta yang penyusun wawancarai, baik Kepala KUA 

maupun Penghulu fungsional. Yaitu Kepala KUA Kecamatan 

Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, 

Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, Gondomanan, 
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Mantrijeron, Tegalrejo, Mergangsan, dan penghulu fungsional 

KUA Kecamatan Wirobrajan serta Kraton. 

 

3) Wali nikahnya mafqud (tidak diketahui keberadaannya) 

Bentuk ini sudah pernah dialami oleh semua penghulu 

KUA Kota Yogyakarta dari 15 (lima belas) penghulu KUA Kota 

Yogyakarta yang penyusun wawancarai, baik Kepala KUA 

maupun Penghulu fungsional. Yaitu Kepala KUA Kecamatan 

Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, 

Jetis, Ngampilan, Gedongtengen, Umbulharjo, Gondomanan, 

Mantrijeron, Tegalrejo, Mergangsan, dan penghulu fungsional 

KUA Kecamatan Wirobrajan serta Kraton. 

 

4) Wali nikahnya adhal (tidak setuju/ tidak mau menikahkan) 

Pada kasus sebab wali adhal tidak semua Kepala KUA/ 

penghulu fungsional pernah mengalami, diantaranya yang tidak 

pernah mengalami dan melaksanakan adalah Kepala KUA 

Kecamatan Umbulharjo, Gondomanan, Mergangsan, Penghulu 

fungsional KUA Kecamatan Kraton dan Wirobrajan. Selain 

tersebut sudah pernah mengalami dan melaksanakan. 

Diantaranya, Kepala KUA Kecamatan Kotagede, 

Gondokusuman, Pakualaman, Danurejan, Kraton, Jetis, 

Ngampilan, Gedongtengen, Mantrijeron, dan Tegalrejo. 
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5) Wali nikahnya berhalangan 

a) Masafatul Qasri (wali nikahnya jauh) 

Terdapat beberapa Kepala KUA/ penghulu yang 

pernah mengalami dan melaksanakan wali hakim sebab 

masafatul qasri, diantaranya Kepala KUA Kecamatan 

Gedongtengen, Tegalrejo, dan Penghulu fungsional KUA 

Kecamatan Kraton. 

b) Wali nikah beda agama (non Muslim) 

Bentuk ini dialami oleh beberapa penghulu saja, 

diantaranya: Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, 

Penghulu fungsional KUA Kecamatan Wirobrajan. 

2. Seluruh Penghulu KUA Kota Yogyakarta menerima sebagai wali nikah 

dalam bentuk taukil wali maupun wali hakim, jika rukun dan syaratnya 

sudah terpenuhi semua sesuai peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku. Namun, jika salah satu saja belum terpenuhi maka penghulu 

berhak menolaknya, dan meminta untuk melengkapi administrasi 

tersebut. Hal demikian berlaku di KUA Kecamatan manapun karena 

standar operasional KUA harus memeriksa segala hal dengan teliti agar 

kelengkapan administrasi terpenuhi. Berikut bentuk penolakan penghulu 

kepada wali nikah: 
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a. Taukil Wali 

Pada bentuk taukil wali, dari 15 (lima belas) penghulu yang 

diwawancarai oleh penyusun, Kepala KUA Umbulharjo dan 

Pakualaman bersikukuh menolak wali nikah yang bertaukil apabila 

masih sanggup menikahkan sendiri, solusinya dibantu dengan teks 

atau dituntun per kalimat oleh penghulu. 

b. Wali Hakim 

Pada bentuk wali hakim, hanya pada kasus masafatul qasri 

(wali nikahnya jauh) yang terjadi di KUA Kota Yogyakarta, 

bahwasannya Kepala KUA Kecamatan Pakualaman menolak alasan 

tersebut, karena memiliki resiko yang tinggi seperti penipuan. 

Sehingga lebih baik dan aman menggunakan taukil wali bil kitabah. 

B. Saran-saran 

Pada skripsi ini penyusun hanya terpaut pada fenomena-fenomena 

penghulu sebagai wali nikah di KUA Kota Yogyakarta saja, besar harapan jika 

saudara meneliti pada tema yang sama untuk lebih bisa dikembangkan kepada 

teori maupun konsep lainnya, sehingga khazanah keilmuan tentang Hukum 

Perkawinan Islam semakin maju dan berkembang. 
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DAFTAR TERJEMAHAN 

No. Hlm. Fn. Terjemahan 

BAB II 

1. 19 7 

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang 

di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak 

(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 

dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya. 

2. 19 8 
Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah Saw. 

bersabda: “Tidak sah nikah tanpa wali.” 

3. 20 9 

Dari „Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

“Siapapun di antara wanita yang menikah tanpa seizin 

walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, 

nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggamainya, 

maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah 

menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan 

menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi 

wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” 

4. 36 41 
Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi 

seseorang yang tidak ada walinya. 

  



 

III 
 

INSTRUMEN WAWANCARA 

Wawancara Profil Penghulu 

1. Sudah sejak kapan Bapak menjabat sebagai penghulu dan Kepala KUA? 

2. Di KUA mana sajakah bapak pernah di tugaskan sebagai penghulu dan 

Kepala KUA? 

Wawancara Tentang Taukil Wali bil lisan 

1. Apakah Bapak pernah menerima dan melaksanakan taukil wali bil lisan? 

2. Apakah dari KUA-KUA yang Bapak pernah ditugaskan, semuanya Bapak 

pernah menerima dan melaksanakan taukil wali bil lisan? 

3. Di KUA mana sajakah yang paling banyak Bapak alami terhadap peristiwa 

taukil wali bil lisan? 

4. Apa alasan-alasan wali nikah bertaukil wali bil lisan yang sering bapak 

alami di lapangan? 

5. Apakah terdapat alasan-alasan tertentu dari wali nikah, yang membuat 

Bapak menolak atau menerima taukil wali bil lisan? 

6. Apakah ada upaya dari Bapak mengarahkan wali nikah untuk menikahkan 

sendiri terlebih dahulu? Mengapa? 

7. Bagaimana prosedur pelimpahan taukil wali bil lisan? Apakah secara 

formal atau non formal? 

8. Apakah taukil wali bil lisan harus dilakukan dalam satu majelis? 

9. Apakah harus ada bukti hitam diatas putih dalam praktek taukil wali bil 

lisan? 
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10. Apakah Bapak pernah menerima taukil wali terhadap wali nikah yang 

kurang normal? Seperti bisu, gagu, dan sebagainya? 

11. Bagaimana prosedur pengucapan akad nikah jika wali nikahnya sudah 

mewakilkan kepada Bapak? 

12. Bagaimana prosentase antara taukil wali bil lisan dahulu dengan sekarang? 

Mengapa bisa demikian? 

13. Apakah taukil wali bil lisan lebih sering kepada penghulu atau pernah 

kepada selain penghulu? Seperti Kiai atau ustadz? Mengapa? 

Wawancara Tentang Taukil Wali bil kitabah 

1. Apakah Bapak pernah menerima dan melaksanakan taukil wali bil 

kitabah? 

2. Apakah dari KUA-KUA yang Bapak pernah ditugaskan, semuanya Bapak 

pernah menerima dan melaksanakan taukil wali bil kitabah? 

3. Di KUA mana sajakah Bapak pernah mengalami taukil wali bil kitabah? 

4. Apa alasan wali nikah bertaukil wali bil kitabah yang pernah Bapak alami 

di lapangan? 

5. Apakah terdapat alasan-alasan tertentu dari wali nikah, yang membuat 

Bapak menolak atau menerima taukil wali bil kitabah? 

6. Bagaimana prosedur pelimpahan taukil wali bil kitabah? 

7. Bagaimana prosedur pengucapan akad nikah pada taukil wali bil kitabah? 

8. Apakah bisa taukil wali bil kitabah kepada selain Kepala KUA/ penghulu? 

Apakah Bapak Pernah mengalami? 
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Wawancara Tentang Wali Hakim 

1. Apakah Bapak pernah melaksanakan pernikahan sebagai wali hakim? 

2. Apa saja sebab-sebab mengapa Bapak menjadi wali hakim? 

3. Apakah Bapak pernah melaksanakan wali hakim sebab kehabisan wali 

nasab? Bagaimana kejadiannya? 

4. Apakah Bapak pernah melaksanakan wali hakim sebab tidak mempunyai 

wali nasab? Bagaimana kejadiannya? 

5. Apakah Bapak pernah melaksanakan wali hakim sebab wali nikahnya 

mafqud? Bagaimana kejadiannya? 

6. Apakah Bapak pernah melaksanakan wali hakim sebab wali nikahnya 

adhal? Bagaimana kejadiannya? 

7. Apakah Bapak pernah melaksanakan wali hakim sebab wali nikahnya 

berhalangan? Seperti wali nikahnya jauh (masafatul qasri)? Sedang dalam 

masa tahanan? Sedang haji/ umrah? dan lain sebagainya, serta bagaimana 

kejadiannya? 

8. Bagaimana pendapat Bapak tentang wali nikah yang berbeda agama atau 

non Muslim? Apakah pernikahannya menggunakan wali hakim? Atau 

kewaliannya jatuh ke wali nasab lain yang beragama Islam? Apakah 

Bapak pernah mengalaminya? 

9. Apakah Bapak pernah menerima pelimpahan wali hakim dari Kepala 

KUA? atau ditugaskan menjadi wali hakim saat menjabat sebagai 

penghulu fungsional? 
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10. Apakah Bapak pernah berhalangan melaksanakan wali hakim? Apa 

sebabnya? 

11. Apakah terdapat ikrar wali hakim sesaat sebelum akad nikah 

dilangsungkan? Apakah dengan cara dibacakan secara keras dihadapan 

para saksi dan majelis atau cukup ditandatangani saja? 

12. Bagaimana prosedur pengucapan akad nikah jika menggunakan wali 

hakim? 

Wawancara Tentang Wali Muhakkam 

1. Apa yang Bapak ketahui tentang wali muhakkam? 

2. Apakah Bapak pernah mengalaminya? 
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IKRAR SUMPAH DAN PERMOHONAN WALI HAKIM 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama   :   Binti  : 

Tempat/Tgl Lahir :   Agama  : 

Status   :   Alamat  : 

Pekerjaan  : 

 

Demi Allah, saya mengakui dengan sebenarnya, bahwa saya (sebab wali hakim). 

Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Kepala Kantor Agama (KUA) 

Kecamatan .............. , bertindak selaku wali hakim untuk menikahkan diri saya 

dengan seorang laki-laki: 

 

Nama   :   Bin  :   

Tempat/Tgl Lahir :   Agama  : 

Status   :   Alamat  : 

Pekerjaan  : 

 

Dengan mas kawin berupa ..................... dibayar ............. 

Demikian ikrar sumpah dan permohonan wali hakim ini, saya ikrarkan dengan 

sesungguhnya. 

Yogyakarta,.......................... 

             Saya yang bersumpah 

 

 

            ....................................... 

SAKSI-SAKSI 

1.  .............................    ............................. 

2.  .............................    ............................. 

Mengetahui 

Kepala KUA Kecamatan ............. 

 

 

.....................................  

Materai 

Rp6000,- 
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Drs. Suparman 
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Saeful Anwar, S.Ag., M.SI. 

Kepala KUA Pakualaman 

Nanang Kosim, S.Ag. 

Kepala KUA Danurejan 

Lukman Hakim, S.Ag., M.A. 

Kepala KUA Kraton 

Supardi, S.Ag. 

Penghulu KUA Kraton 

Supasdi, S.Ag. 
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Kepala KUA Gedongtengen 
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Handri Kusuma, S.Ag., 
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Kepala KUA Gondomanan 

Setyo Purwadi 
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Drs. Is‟adi Fatah W, 

M.SI. 

Kepala KUA Mergangsan 

Ghufron Su‟udi, S.Ag. 

Kepala KUA 
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Drs. Muklis 

Penghulu KUA Wirobrajan 

Basid Rustami, S.Ag. 



 

XXX 
 

DOKUMENTASI OBSERVASI 

  

Observasi Terhadap Peristiwa Taukil Wali Kepada Penghulu yang Terjadi 

pada KUA Kecamatan Mergangsan, pada tanggal 07 Maret 2019 

Lokasi Pernikahan di: Gedung Puri Dwipari, Mergangsan 

Observasi Terhadap Pernikahan Menggunakan Wali Hakim yang terjadi pada 

KUA Kecamatan Wirobrajan, pada tanggal 16 Maret 2019 

Lokasi Pernikahan di: Secret Garden, Wirobrajan 
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